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OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN DAN 

PERENCANAAN PARIWISATA 

Oleh: 

ILHAM JUNAID 

Politeknik Pariwisata Makassar, Jl. Gunung Rinjani, Tanjung Bunga, Makassar 

Email: illank77@yahoo.co.id 

 

Abstrak 
Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan defenisi, cakupan, makna serta isu-isu yang 

berkaitan dengan kebijakan (policy) dan perencanaan (planning) pariwisata serta 

menguraikan peran pemerintah sebagai stakeholder utama dalam menerapkan kebijakan dan 

perencanaan pariwisata. Tulisan ini merupakan kajian teoretis (review literatur) yang 

berkaitan dengan kebijakan dan perencanaan pariwisata. Boosterism, economic, industry-

oriented approach, a physical/spatial approach, a community-oriented approach dan 

sustainable tourism planning adalah lima pendekatan yang dapat digunakan dalam 

menganalisis dan merencanakan pengembangan destinasi pariwisata. Dari segi tahapan, 

perencanaan pariwisata dapat melalui sembilan langkah yakni kajian awal, penilaian atau 

analisis lingkungan, penentujuan tujuan atau misi, langkah konsultasi dengan stakeholder, 

mengembangkan opsi, menentukan strategi, implementasi, dan melakukan monitoring, 

evaluasi dan feedback. Tulisan ini menyarankan pentingnya mengoptimalkan peran 

pemerintah dalam implementasi kebijakan dan perencanaan dengan menerapkan tiga langkah 

yakni menentukan pendekatan dan menerapkan langkah-langkah sistematis perencanaan 

pariwisata, implementasi analisis SWOT dalam menyusun kebijakan dan perencanaan 

pariwisata serta pentingnya melibatkan unsur-unsur terkait dengan lingkungan destinasi 

sebagai acuan pengembangan. 

Kata kunci: Kebijakan, perencanaan pariwisata, peran pemerintah 

 

  Abstract 
This paper aims at describing defnition, scope, issues and meaning related to policy and 

planning in tourism as well as providing information on how to optimize the role of 

government in tourism policy and planning through literature review of publication in 

tourism. Five approaches in tourism planning are discussed in this paper including 

boosterism, economic, industry-oriented approach, a physical/spatial approach, a 

community-oriented approach and sustainable tourism planning. Nine steps of strategic 

planning in tourism are also discussed including establish terms of reference, environmental 

appraisal, establish mission/goals, consultation with stakeholders, develop options, decide 

strategy, implementation, monitoring, evaluation and feedback. This paper suggests the 

importance of optimizing the role of governmen in tourism policy and planning through three 

strategic approaches including deciding and implementing the systematic process of 

planning, implementing SWOT analysis in understanding the current condition of destination 

and involving related stakeholders under the scope of the destination environment as the 

basis for policy making.  

 

Keywords: Policy, tourism planning, government role 
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PENDAHULUAN 

Akademisi dan praktisi 

pariwisata meyakini bahwa kemajuan 

pariwisata daerah tidak terlepas dari 

peran pemerintah sebagai aktor utama. 

Maju dan mundurnya pariwisata di 

suatu destinasi tidak terlepas dari 

peran pemerintah (khususnya 

pemerintah daerah) dalam menerapkan 

kebijakan pengembangan pariwisata 

daerah. Selain itu, masyarakat suatu 

destinasi akan memberikan 

argumentasi bahwa kemajuan dan 

kemunduran pariwisata di daerah 

mereka juga tergantung dari 

bagaimana peran proaktif pemerintah 

dalam mengembangkan pariwisata 

daerah.  

Di negara-negara di dunia, 

peran pemerintah telah menjadi bagian 

tak terpisahkan dalam memajukan 

pariwisata. Di Australia misalnya, 

pemerintahnya telah berupaya 

berperan aktif dalam pengembangan 

pariwisata dengan melihat berbagai 

perubahan yang terjadi dan 

menyesuaikan kebijakan 

pengembangan dengan melakukan 

perubahan-perubahan baik dalam hal 

struktur pemerintahan, tugas dan 

tanggung jawab pemerintah maupun 

peran yang harus dijalankan dalam 

mengemban tugas pemerintahan 

(Marshall, 1997; Dredge, 2001). 

Dalam konteks Indonesia, kebijakan 

nasional yang berhubungan dengan 

pariwisata berada di tangan 

Kementerian Pariwisata Republik 

Indonesia. Pada tingkat provinsi, 

kebijakan pariwisata diatur oleh 

pemerintah daerah atau gubernur 

melalui peran Dinas Pariwisata tingkat 

provinsi serta pemerintah daerah 

melalui Dinas Pariwisata 

Kabupaten/Kota pada tingkat daerah 

kabupaten dan kota. 

Mengingat peran pemerintah 

sangat penting dalam memajukan 

pariwisata suatu destinasi, maka perlu 

pemahaman secara menyeluruh 

mengenai konsep kebijakan dan 

perencanaan pariwisata baik oleh 

pemerintah itu sendiri maupun oleh 

pemangku kepentingan (stakeholder) 

lainnya. Kenyataannya, tidak sedikit 

aparat atau staf pemerintah yang 

bekerja di bawah naungan Dinas 

Pariwisata kurang memahami makna 

peran kebijakan dan perencanaan 

pariwisata. Penempatan staf di Dinas 

Pariwisata yang tidak memiliki latar 

belakang pariwisata atau kurang 

memahami fungsi dan tugas 

pemerintah dalam konteks 

pengembangan destinasi wisata masih 

menjadi realita di kebanyakan 

destinasi wisata di Indonesia. Kondisi 

ini dapat menjadi alasan perlunya 

memberikan argumentasi dan 

eksplanasi tentang kebijakan dan 

perencanaan pariwisata khususnya 

yang berkaitan dengan bagaimana 

mengoptimalkan peran pemerintah. 

Dalam studi pariwisata, 

kebijakan dan perencanaan adalah dua 

hal atau istilah yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Mason 

(2003) mengemukakan bahwa 

kebijakan merupakan gambaran 

tentang apa yang akan dilakukan oleh 

suatu organisasi sedangkan 

perencanaan diperuntukkan untuk 

menemukan atau mencari solusi dari 

permasalahan yang mungkin muncul 

dari upaya pengembangan destinasi 

serta memaksimalkan manfaat dari 
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pengembangan tersebut. Mengingat 

keterkaitan kedua istilah ini, maka 

dibutuhkan penjabaran secara rinci 

konsep kebijakan dan perencanaan 

pariwisata berdasarkan kajian teoretis 

(review literatur) pariwisata. Karena 

itu, tulisan ini bertujuan untuk: 1) 

menguraikan defenisi, arti, makna 

serta isu-isu yang berkaitan dengan 

kebijakan dan perencanaan pariwisata; 

2) menguraikan peran pemerintah 

sebagai stakeholder utama dalam 

menerapkan kebijakan dan 

perencanaan pariwisata khususnya 

yang berhubungan dengan 

pengembangan destinasi 

wisata.Tulisan ini merupakan kajian 

teoretis yang didasarkan pada 

publikasi-publikasi ilmiah bidang 

pariwisata. 

  

KAJIAN TEORETIS 

Defenisi dan Keterkaitan Antara 

Kebijakan dan Perencanaan 

Pariwisata 

Kebijakan (policy) dan 

perencanaan (planning) adalah dua 

istilah yang sering dikaitkan satu sama 

lain. Kebijakan dan perencanaan 

sering menjadi satu kesatuan karena 

perencanaan menyangkut bagaimana 

suatu kebijakan diterapkan sedangkan 

kebijakan juga sangat tergantung dari 

bagaimana perencanaan kegiatan 

pariwisata. Wilkinson (1997) 

berpendapat bahwa perencanaan dapat 

dipahami sebagai rangkaian tindakan 

(action), sedangkan kebijakan berarti 

implementasi dari rangkaian tindakan 

yang telah direncanakan. Dalam 

realitanya, kebijakan banyak berkaitan 

dengan pemerintah karena pemerintah 

diyakini sebagai penentu kebijakan 

(policy maker) terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan kepariwisataan. 

Kebijakan dalam konteks pariwisata 

ini juga dapat berarti apa yang harus 

dijalankan atau dilakukan dan apa 

yang tidak dilakukan berdasarkan 

suatu kebijakan. 

Kebijakan pariwisata dapat 

diartikan sebagai seperangkat aturan 

(regulasi), petunjuk atau pedoman, 

pengembangan dan strategi yang 

dituangkan dalam bentuk kerangka 

kerja (framework) dimana suatu 

kelompok (organisasi) maupun 

individu secara langsung berpedoman 

pada kerangka tersebut dengan acuan 

pengembangan pariwisata baik yang 

bersifat jangka panjang maupun yang 

bersifat keseharian dalam suatu 

destinasi pariwisata (Goeldner dan 

Ritchie, 2003). Kebijakan menjadi 

acuan dalam menjalankan program-

program yang akan diterapkan. 

Kebijakan itu pula mengatur 

bagaimana suatu individu atau 

kelompok bekerja dengan 

memerhatikan aspek yang bersifat 

jangka panjang dan jangka pendek.  

Menurut Dredge dan Jenkins 

(2007:22), kebijakan dan perencanaan 

diartikan sebagai “being a position, 

strategy, action or product adopted by 

government and arising from contest 

between different ideas, values and 

interests whilst planning is defined as 

strategic activity comprising a number 

of stages that lead to the determination 

of a course of action to meet 

predetermined goals”. Dari defenisi ini 

dapat dipahami bahwa kebijakan 

merupakan penentuan posisi, strategi, 

tindakan ataupun produk yang menjadi 

acuan pemerintah yang didasarkan 
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pada berbagai kajian baik berupa ide-

ide maupu nilai-nilai. Perencanaan 

diartikan sebagai kegiatan strategis 

yang terdiri dari sejumlah tahap yang 

akan dijalankan untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. Dengan kata lain, 

perencanaan merupakan alat untuk 

memformulasikan tujuan dan 

menyediakan mekanisme melalui 

langkah-langkah strategis dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

Jadi, kebijakan merupakan pedoman 

untuk implementasi pariwisata 

sedangkan perencanaan merupakan 

mekanisme dalam mencapai tujuan 

pengembangan pariwisata (Hall, 

2008).   

Kebijakan dan perencanaan 

memandang bahwa pemerintah adalah 

aktor utama dalam mengembangkan 

pariwisata (Hall dan Jenkins, 2004; 

Ruhanen, 2013). Terdapat dua peran 

pemerintah dalam hal kebijakan yakni 

peran legislasi (pembuatan undang-

undang atau aturan), dan kebijakan 

yang berkaitan dengan industri 

pariwisata (Jeffries, 2001). Menurut 

Jeffries, kebijakan yang berkaitan 

dengan legislasi berkaitan dengan 

bagaimana aturan-aturan dalam suatu 

destinasi, misalnya keimigrasian, 

perlindungan konsumen, keamanan 

jalan, perlindungan lingkungan alam 

dan buatan, serta aturan-aturan yang 

berkaitan dengan kepariwisataan. 

Kebijakan yang berkaitan dengan 

industri pariwisata adalah segala hal 

yang berhubungan dengan industri 

pariwisata dan hal-hal yang 

berhubungan dengan pelanggannya (its 

customer), kebijakan atau aturan 

tentang persaingan dalam usaha 

pariwisata, tenaga kerja, keberlanjutan 

lingkungan, perpajakan, transportasi 

dan visa, dll. 

Istilah rencana (plan) 

merupakan dokumen yang berisi 

informasi detail mengenai mengapa 

dan bagaimana suatu proyek 

pengembangan pariwisata 

diimplementasikan. Dokumen tersebut 

umumnya berisi informasi mengenai 

hal-hal yang perlu dilakukan dan 

ditindaklanjuti yang dilihat dari 

konteks sosial, ekonomi dan 

lingkungan. Selain itu, istilah rencana 

atau perencanaan strategis (strategic 

planning) diartikan sebagai suatu  

proses dimana suatu organisasi atau 

kelompok menyesuaikan secara efektif 

lingkungan mereka dengan 

mengintegrasikan perencanaan dan 

pengelolaan dalam suatu proses 

(Edgell, dkk, 2008). 

Perencanaan strategis bidang 

pariwisata dapat mengacu pada 

pernyataan visi misi dari suatu 

organisasi yang berbasis di suatu 

destinasi. Visi, tujuan, target, strategi 

dan taktik atau metode merupakan hal-

hal yang perlu menjadi perhatian dan 

termuat di dalam suatu perencanaan 

strategis pariwisata. Perencanaan 

strategis pariwisata seyogyanya 

memerhatikan kemanfaatan 

masyarakat lokal suatu destinasi dan 

keberlanjutan sumber-sumber 

pariwisata yang dimanfaatkan untuk 

tujuan pariwisata. 

Pendekatan dan Proses 

Perencanaan Strategis Pariwisata 

Perencanaan pariwisata dapat 

dibagi ke dalam empat pendekatan 

yakni pendekatan dorongan atau 

penggerakan (boosterism), pendekatan 
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dengan orientasi ekonomi dan industri 

(economic, industry-oriented 

approach), pendekatan fisik dan 

spasial (a physical/spatial approach), 

dan pendekatan dengan orientasi ke 

masyarakat (a community-oriented 

approach) (Getz, 1987). Menurut Getz 

(1987), keempat pendekatan tersebut 

dapat dikatakan sebagai hal yang tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain, 

namun di sisi lain dapat juga 

dimanfaatkan dalam merencanakan 

pariwisata khususnya yang berkaitan 

dengan metode, masalah ataupun 

model yang digunakan dalam 

menyusun suatu rencana 

pengembangan pariwisata.  

Dalam merencanakan 

pengembangan pariwisata suatu 

destinasi, perencana biasanya 

diperhadapkan pada isu-isu yang 

menjadi tantangan pengembangan 

pariwisata. Karena itu, keempat 

pendekatan tersebut dapat menjadi 

acuan dalam memahami, menganalisis 

situasi berdasarkan prinsip atau acuan 

pendekatan tersebut. Selain keempat 

pendekatan tersebut, Hall dan Page 

(2006) menambahkan pentingnya 

pendekatan perencanaan pariwisata 

yang berkelanjutan (sustainable 

tourism planning).  

Pendekatan dorongan atau 

penggerakan (boosterism) diartikan 

sebagai perencanaan yang memandang 

bahwa pengembangan pariwisata 

adalah sesuatu yang baik dan karena 

itu, pariwisata memberikan manfaat 

kepada masyarakat suatu destinasi (the 

hosts). Pariwisata dianggap sebagai 

sesuatu yang sangat penting dan 

ekslusif jika dilihat dari manfaat atau 

konsekuensi positif ke masyarakatnya. 

Akan tetapi, manfaat tersebut hanya 

dipandang sebagai daya dorong dan 

menjadi alasan pentingnya 

merencanakan pariwisata. Pendekatan 

ini cenderung tidak melibatkan 

masyarakat dalam pembuatan 

kebijakan serta dalam proses 

pembuatan kebijakan dan perencanaan 

pengembangan pariwisata. Pendekatan 

ini semata-mata melihat keuntungan 

(manfaat) sebagai alasan utama 

mengapa pariwisata harus 

direncanakan. Dampak-dampak positif 

tersebut sering dipromosikan 

(sekaligus menjadi alasan) sebagai 

sesuatu yang sangat penting sehingga 

sumber-sumber pariwisata 

dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 

mencapai keuntungan atau manfaat 

tersebut. 

Pendekatan dengan orientasi 

ekonomi dan industri memandang 

bahwa pertumbuhan ekonomi dan 

pengembangan area (misalnya suatu 

destinasi) menjadi tujuan utama. 

Target atau sasaran utama pendekatan 

ini adalah dampak-dampak ekonomi 

yang dihasilkan dari aktifitas 

pariwisata. Pendekatan ini 

menekankan pentingnya peningkatan 

pendapatan (income) bagi masyarakat 

suatu destinasi serta ketersediaan 

lapangan kerja (employment) yang 

dihasilkan dari kegiatan pariwisata 

tersebut. Dalam perspektif masyarakat 

yang mendiami suatu destinasi, 

manfaat ekonomi menjadi salah satu 

alasan mengapa masyarakat tertarik 

untuk ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan pariwisata. Pendekatan ini 

dapat menjadi salah satu pedoman 

dalam merencanakan dan menyusun 

kebijakan pariwisata suatu destinasi.  
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Pendekatan fisik atau spasial 

diartikan sebagai perencanaan yang 

didasarkan pada aspek ekologis atau 

pelestarian lingkungan. Pariwisata 

perlu direncanakan dengan 

memerhatikan prinsip pola-pola ruang 

dan daya dukung lingkungan dalam 

mendukung keberlanjutan lingkungan 

fisik suatu destinasi. Pendekatan ini 

memandang bahwa perlu ada upaya 

yang maksimal dalam meminimalkan 

dampak negatif yang mungkin 

dihasilkan dari aktifitas pariwisata 

khususnya pada lingkungan fisik suatu 

destinasi. Sebagai contoh, ketika suatu 

kawasan alam (misalnya kawasan 

pertanian atau persawahan) dengan 

potensi air terjun atau pemandangan 

alam yang dapat dikunjungi 

wisatawan, maka perencanaan 

pariwisata harus memastikan bahwa 

kunjungan wisatawan tidak merusak 

lingkungan fisik kawasan alam 

tersebut. Jika kawasan ini akan 

dikembangkan, maka perencana harus 

mampu melihat daya dukung 

lingkungan dan masyarakatnya serta 

dampak-dampak negatif yang mungkin 

muncul dari kunjungan wisatawan 

khususnya wisatawan dalam jumlah 

yang cukup besar (massive tourists).  

Dalam merencanakan 

pariwisata suatu daerah, perencana 

seyogyanya memerhatikan masyarakat 

sebagai aktor utama. Perencana perlu 

memformulasikan suatu rencana dan 

kebijakan dengan menjadikan 

kebutuhan masyarakat sebagai hal 

utama. Pendekatan ini sering 

diistilahkan sebagai pendekatan yang 

berbasis atau berorientasi ke 

masyarakat (a community-oriented 

approach). Masyarakat diharapkan 

berperan penting dalam hal 

pengontrolan sumber-sumber 

pariwisata yang diperuntukkan untuk 

kepentingan mereka. Hall dan Page 

(2006) berpandangan bahwa 

pendekatan ke masyarakat ini 

merupakan langkah untuk 

mendengarkan dan menjadikan 

masyarakat sebagai aktor utama 

dengan perencanaan yang berbasis dari 

bawah (bottom up). Meskipun dalam 

konteks realita, perencanaan bidang 

pariwisata terkadang tidak menjadikan 

masyarakat sebagai basis utama dalam 

menyusun suatu rencana 

pengembangan destinasi.  

Terdapat beberapa alasan 

pendekatan masyarakat ini mungkin 

sulit untuk diimplementasikan secara 

nyata. Pertama, peran pemerintah 

masih mendominasi proses 

perencanaan sehingga peluang 

masyarakat untuk terlibat dalam proses 

perencanaan menjadi terbatas. Kedua, 

pemahaman masyarakat yang 

bervariasi akan makna dan proses 

penentuan kebijakan dan perencanaan. 

Ketiga, masyarakat mungkin kurang 

memahami bagaimana mekanisme 

penentuan perencanaan dan kebijakan. 

Hal ini menjadi alasan bahwa tidak 

semua kelompok masyarakat harus 

terlibat dalam proses penentuan 

kebijakan. 

Perencanaan pariwisata berkelanjutan 

secara khusus, memiliki perbedaan 

dengan keempat pendekatan tersebut. 

Pendekatan ini sesungguhnya dapat 

dikatakan sebagai gabungan atau 

perpaduan diantara pendekatan-

pendekatan perencanaan pariwisata 

(Hall dan Page, 2006). Menurut Hall 

dan Page (2006), perencanaan 
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pariwisata berkelanjutan mencari atau 

menekankan pada keamanan dan 

keberlanjutan kehidupan (livelihoods) 

dengan meminimalkan terjadinya 

degradasi dan kerusakan lingkungan, 

penipisan atau habisnya sumber-

sumber pariwisata, kerusakan sumber-

sumber budaya serta ketidakstabilan 

sosial. Dalam memahami pendekatan 

perencanaan pariwisata berkelanjutan 

tersebut, Dutton dan Hall (1989) 

mengemukakan lima kunci utama 

yakni sistem pengontrolan yang 

terintegrasi dan koperatif, 

pengembangan mekanisme koordinasi 

Bagan 1. Pendekatan perencanaan 

pariwisata 

Sumber: Getz (1987); Hall dan Page 

(2006), 
 

antar industri, meningkatkan kesadaran 

pengguna (consumer), dan 

meningkatkan kesadaran penghasil 

(producer), dan adanya perencanaan 

strategis yang diterapkan sebagai 

upaya menggantikan pendekatan yang 

bersifat konvensional. Gambaran 

kelima pendekatan tersebut dapat 

dilihat pada bagan 1.  

   

  

 

 

 

 

 

 

Boosterism 

Economic, 

industry oriented 

approach 

Physical/spatial 

approach 

a community-

oriented 

approach 

Sustainable 

tourism planning 

approach 

Meminimalkan dampak negatif pariwisata pada 

lingkungan; Memerhatikan pola-pola ruang dan daya 

dukung lingkungan 

Pariwisata sebagai sesuatu yang bermanfaat dan 

penting bagi masyarakat destinasi. Manfaat tersebut 

menjadi pendorong untuk merencanakan pariwisata  

Pentingnya pendapatan dan ketersediaan lapangan 

kerja bagi masyarakat. Pariwisata direncanakan 

berdasarkan prinsip ekonomis 

Pariwisata dikembangkan berdasarkan prinsip 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai pihak 

yang mengontrol sumber-sumber pariwisata 

Perpaduan pendekatan perencanaan pariwisata; 

Keamanan dan keberlanjutan kehidupan; 

Meminimalkan terjadinya degradasi dan kerusakan 

lingkungan, penipisan atau habisnya sumber-

sumber pariwisata, kerusakan sumber-sumber 

budaya serta ketidakstabilan sosial 



 

P3M Politeknik Pariwisata  Makassar 
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat                                                                                                  ISSN 1979 - 7168 

Jurnal Kepariwisataan, Volume 10, No. 02 Agustus  2016, Halaman 50-64 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. Tahap-tahap perencanaan 

pariwisata 

Sumber: Veal, 2002 

 

Perencanaan strategis 

pariwisata dapat mengacu pada 

sembilan tahap atau proses 

sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Veal (2002) yakni pertama, 

melaksanakan atau melakukan kajian 

awal (establish terms of refence/brief); 

kedua, penilaian atau analisis 

lingkungan (environmental appraisal); 

ketiga, menentukan tujuan atau misi 

(establish mission/goals); keempat, 

langkah konsultasi dengan pemangku 

kepentingan (consultation with 

stakeholders); kelima, 

mengembangkan opsi atau pilihan 

(develop options); keenam, 

menentukan strategi (decide strategy); 

ketujuh, tahap implementasi 

(implementation); kedelapan dan 

sembilan, monitoring, evaluasi dan 

feedback. 

 

Peran Pemerintah Dalam Kebijakan 

dan Perencanaan Pariwisata 

Pariwisata saat ini tidak 

terlepas dari banyaknya aktifitas yang 

dikelola oleh masyarakat ataupun 

pihak swasta. Ini berarti bahwa 

berbagai sektor dapat terlibat dalam 

kegiatan pariwisata. Pemerintah juga 

memiliki peluang dalam mengelola 

sumber-sumber pariwisata yang 

diperuntukkan untuk kepentingan 

masyarakat. Dalam suatu destinasi, 

terdapat berbagai jenis penginapan dan 

fasilitas  pendukungnya yang dikelola 

oleh sektor swasta. Keterlibatan sektor 

swasta ini dapat mendongkrak 

perekonomian masyarakat khususnya 

jika masyarakat setempat menjadi 

pelaku utama atau sebagai karyawan 

dalam sektor akomodasi dan fasilitas 

tersebut. Kebijakan seperti ini 

menguntungkan masyarakat setempat 

yang berarti pemerintah terbantu oleh 

swasta dalam hal pemenuhan 

penambahan pendapatan bagi 

masyarakat. 

Di suatu destinasi pula terdapat 

taman-taman rekreasi atau pusat 

rekreasi yang dikelola oleh berbagai 

(1) Kajian awal atau 

uraian singkat (terms 

of reference/brief) 

(2) Penilaian atau 

analisis lingkungan 

(environmental 

appraisal) 

(3) Menentukan tujuan 

atau misi (Establish 

mission/goals) 

(4) 

Kons

ultasi 

stake

holde

r 

(5) Mengembangkan 

opsi (Develop options) 

(6) Menentukan 

strategi 

(7) Implementasi 

(8) Monitoring dan 

evaluasi 

(9) Feedback 
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kelompok masyarakat, fasilitas 

pertemuan dan seni dan berbagai 

unsur-unsur yang mendukung kegiatan 

pariwisata. Keseluruhan unsur atau 

contoh-contoh tersebut di atas 

membutuhkan pengelolaan yang tidak 

hanya melibatkan sektor swasta 

sebagai pelaksana, tetapi pemerintah 

sebagai unsur utama keberlanjutan 

fasilitas tersebut. Tidak jarang, 

terdapat destinasi pariwisata dimana 

pemerintah setempat memiliki aset 

daya tarik (atau sumber-sumber) 

wisata dimana pemerintah sebagai 

pemiliki dan pengelola. Ini berarti 

bahwa kedudukan dan peran 

pemerintah (khususnya pemerintah 

daerah) sangat penting demi 

keberlanjutan kegiatan pariwisata. 

Dalam hal pembuatan 

kebijakan dan perencanaan pariwisata, 

Veal (2002) menggambarkan suatu 

sistem atau kerangka kerja 

(framework) dalam melihat pariwisata 

sebagai suatu sistem yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Veal 

mengemukakan lima elemen yang 

saling berkaitan ketika destinasi wisata 

dikaitkan dengan pembuatan kebijakan 

dan perencanaan yakni orang atau 

masyarakat (people/community), 

organisasi (organizations), fasilitas 

dan pelayanan yang berkaitan dengan 

pariwisata (tourism services/facilities), 

lingkungan (the environment), dan 

proses (the process).  

Masyarakat, individu atau 

kelompok masyarakat menjadi elemen 

pertama dalam sistem 

tersebut.Masyarakat atau individu ini 

adalah motor penggerak bagaimana 

suatu destinasi harus dikelola. Dalam 

hal ini, perencanaan dan kebijakan 

senantiasa memandang bahwa 

masyarakat adalah mereka yang secara 

langsung merasakan dampak dari suatu 

implementasi kebijakan. Karenaitu, 

perencanaan pariwisata senantiasa 

menjadikan masyarakat sebagai titik 

utama dalam menyusun suatu rencana 

kegiatan. Kedua, organisasi dapat 

dibagi kedalam berbagai kelompok 

yakni organisasi yang bernaung dalam 

paying pemerintah atau yang biasa 

disebut dengan sektor publik (public 

sector) dan organisasi yang bekerja 

berdasarkan prinsip kemandirian atau 

yang biasa disebut dengan istilah 

sektor swasta (private sector). 

Menurut Veal, banyak masyarakat 

yang berkecimpung dalamorganisasi-

organisasi yang sifatnya sukarela 

(voluntary organizations), organisasi 

atau perusahaan yang berorientasi pada 

bisnis (commercial companies), 

bahkan masyarakat yang bekerja 

dengan pemerintah.  

Fasilitas dan pelayanan yang 

berkaitan dengan industri pariwisata 

menjadi unsur penting destinasi 

wisata. Dalam usaha akomodasi 

misalnya, mereka yang bekerja sebagai 

staf kantor depan (front liner) dan 

mereka yang bekerja di sektor jasa 

bidang pariwisata, juga berperan 

penting dalam aktifitas di destinasi 

pariwisata. Lingkungan baik alam 

maupun buatan menjadi elemen 

keempat dari sistem pariwisata 

tersebut. Kebijakan dan perencanaan 

pariwisata selalu melihat keberlanjutan 

lingkungan dan bagaimana lingkungan 

tersebut mampu memberikan nilai 

manfaat bagi masyarakatnya. 

Pendirian bangunan baru sebagai 

akibat dari aktifitas pariwisata 
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seharusnya memastikan lingkungan 

alamiah yang tetap terlindungi 

meskipun lingkungan (bangunan) 

buatan menjadi prioritas dari kebijakan 

dan perencanaan tersebut. 

Cooper, dan Hall (2008) 

mengemukakan bahwa pemerintah 

sebagai sektor publik memiliki tugas 

atau peran koordinasi (coordination), 

perencanaan (planning), undang-

undang dan peraturan (legislation and 

regulation), pengusaha atau 

entrepreneur, stimulasi (stimulation), 

peran pariwisata sosial (social tourism) 

dan peran sebagai daya tarik bagi 

publik (public interest). Koordinasi 

sangat dibutuhkan antara pemerintah 

daerah pada tingkat kabupaten dan 

kota maupun pada tingkat provinsi dan 

pusat. Salah satu tujuan koordinasi ini 

adalah untuk memastikan bahwa 

sumber-sumber atau daya tarik wisata 

pariwisata dikelola oleh satu tingkatan 

pemerintah.Wewenang dan 

tanggungjawab pengelolaan suatu daya 

tarik wisata sebaiknya berada pada 

satu otoritas pemerintahan ataupun 

pihak swasta agar menghindari 

terjadinya konflik pengelolaan dan hak 

dalam mengatur dan mengembangkan 

DTW. 

Peran koordinasi ini juga 

diperuntukkan agar pemerintah bekerja 

memaksimalkan koordinasi dengan 

berbagai stakeholder pariwisata untuk 

mencapai tujuan yang sama. Dalam hal 

ini, peran koordinasi yang efektif oleh 

pemerintah akan menunjang penerapan 

strategi pengembangan pariwisata 

yang efektif pula. Peran perencanaan 

pemerintah di bidang pariwisata 

dimaksudkan sebagai peran yang 

mencakup berbagai aspek dan skala 

(cakupan) perencanaan, misalnya, 

perencanaan dengan bidang sosial, 

ekonomi, pemasaran (promosi) daya 

tarik wisata, pemanfaatan aset alam 

dan budaya sebagai daya tarik wisata, 

perencanaan lingkungan dan kaitannya 

dengan pariwisata serta berbagai 

perencanaan yang menyangkut 

pariwisata sebagai motor penggerak 

ataupun pendukung suatu program. 

Peran pemerintah dalam hal regulasi 

sangat krusial dalam mengatur aktifitas 

pariwisata agar pariwisata memberikan 

dampak positif yang lebih besar dan 

meminimalkan dampak negatif yang 

ditimbulkan. Dalam bentuk 

implementasi, regulasi yang 

menyangkut masuk dan keluarnya 

wisatawan ke suatu destinasi perlu 

diperhatikan, bagaimana regulasi bagi 

wisatawan ketika beradadi destinasi 

serta regulasi yang menyangkut 

keselamatan dan kesehatan masyrakat 

dan wisatawan. Regulasi ini juga 

menyangkut bagaimana kebijakan 

pelestarian sumber-sumber pariwisata 

serta regulasi pada industri pariwisata 

sebagai pelaku utama dalam kegiatan 

pariwisata.  

Pemerintah juga dapat berperan 

sebagai pengusaha atau pelaku dalam 

kegiatan pariwisata. Tidak dapat 

dihindari bahwa banyak kelompok 

masyarakat menuntut pemerintah 

untuk menyediakan infrastruktur, 

(misalnya jalan dan sistem transportasi 

yang baik), mengelola potensi 

pariwisata daerah atau destinasi. 

Namun demikian, pemerintah dapat 

bertindak sebagai pengusaha atau 

pelaku usaha pariwisata. Hal ini dapat 

menjadi alternatif bagi pemerintah 

daerah agar potensi kedaerahan dapat 
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dikelola oleh sektor publik dan 

pemerintah belajar bagaimana 

mengelola usaha pariwisata selain 

bertindak sebagai pelaksana dengan 

sistem birokrasi pemerintahan. 

Mengingat banyak aset negara yang 

belum dikelola dengan baik, maka 

pemerintah dapat memaksimalkan 

potensi sumber daya manusia untuk 

mengelola aset daerah dengan 

memaksimalkan dan mendorong 

masyarakat sebagai pelaku dan 

karyawan.  

Peran stimulasi yang 

dijalankan pemerintah dapat diartikan 

sebagai upaya mendorong masyarakat 

(community) untuk terlibat dalam 

kegiatan pariwisata dalam konteks 

yang luas. Peran stimulasi ini memiliki 

kesamaan dengan peran enterpreneur, 

namun pemerintah memberikan 

dorongan dalam bentuk pelayanan 

(services) yang diberikan ke 

masyarakat. Sebagai contoh, 

pemerintah memberikan bantuan dana 

ke masyarakat atau kelompok 

masyarakat untuk kegiatan penelitian 

(research) yang hasilnya diharapkan 

memberikan kontribusi positif kepada 

bagaimana mengoptimalkan peran 

pemerintah. Bantuan dana dalam 

rangka mendukung kegiatan promosi 

dan pemasaran suatu daya tarik atau 

destinasi wisata juga merupakan peran 

stimulasi pemerintah ke masyarakat. 

Peran stimulasi ini lebih kepada 

pelayanan yang bersifat tidak nyata 

(intangible) baik berupa dukungan 

dana maupun dukungan lainnya dalam 

rangka mengoptimalkan pengelolaan 

pariwisata suatu destinasi. 

Pemerintah dianjurkan untuk 

melaksanakan perannya dalam 

mendukung pariwisata sosial (social 

tourism). Social tourism diartikan 

sebagai proses pemberian kesempatan 

atau peluang ke masyarakat atau 

pihak-pihak yang secara ekonomis 

belum mendapat kesempatan 

memperoleh manfaat ekonomis dari 

aktifitas pariwisata (Cooper dan Hall, 

2008). Dalam suatu destinasi, terdapat 

kelompok masyarakat yang 

mengharapkan dapat terlibat dalam 

kegiatan pariwisata dan memperoleh 

pendapatan (income). Keterbatasan 

akan kemampuan dan pengetahuan 

tentang pariwisata serta bagaimana 

seharusnya terlibat masih menjadi 

realita bagi beberapa kelompok 

masyarakat. Karena itu, pemerintah 

dengan optimalisasi perannya dalam 

social tourism berarti ada tanggung 

jawab moral dalam membantu 

masyarakat.  

Peran sebagai pelindung 

masyarakat sudah menjadi kewajiban 

pemerintah. Public interest dapat 

diartikan sebagai upaya pemerintah 

dalam mendorong masyarakat atau 

kelompok non-tourism untuk terlibat 

dalam aktifitas pariwisata. Idealnya, 

kelompok non-tourism tersebut juga 

diajak untuk memahami pariwisata 

karena pariwisata merupakan multi 

disiplin atau melibatkan berbagai 

pendekatan dan kelompok masyarakat. 

Menarik minak publik untuk 

memahami pariwisata bukan semata-

mata tugas pemerintah, tapi berbagai 

stakeholder yang ada di suatu 

destinasi. Namun demikian, 

pemerintah merupakan aktor utama 

dalam menjalankan peran public 

interest tersebut. 
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 Dalam konteks implementasi, 

terdapat tiga langkah strategis dalam 

mengoptimalkan peran pemerintah 

dalam hal kebijakan dan perencanaan 

pariwisata. Pertama, pemerintah (baik 

pusat, provinsi maupun kabupaten dan 

kota) selayaknya 

mengimplementasikan pendekatan dan 

proses atau tahapan perencanaan 

sebagaimana yang diuraikan 

sebelumnya. Pada umumnya, 

pendekatan perencanaan pariwisata 

berkelanjutan telah menjadi acuan 

umum bagi kebanyakan pemerintah di 

negara-negara di dunia.  Pendekatan 

ini layak diterima sebagai acuan dalam 

mengembangkan pariwisata daerah 

karena prinsip yang digunakan adalah 

perlindungan lingkungan secara 

berkelanjutan (perencanaan ekologis 

yang berkelanjutan) dan secara 

ekonomis memerhatikan prinsip 

kesetaraan dan keadilan, dan prinsip 

etika yang diperuntukkan untuk 

kepentingan masyarakat (Altinay dan 

Hussain, 2005; Harrison, Jayawardena, 

dan Clayton, 2003; Tao, 2010). 

Perencanaan pariwisata berkelanjutan 

juga menekankan pelestarian warisan 

budaya dan tradisi masyarakat lokal.  

Dalam merencanakan 

pengembangan pariwisata, pemerintah 

seharusnya mengimplementasikan 

tahapan-tahapan sebagaimana 

diuraikan sebelumnya. Tahapan-

tahapan ini sangat penting agar 

program dan kebijakan yang diambil 

betul-betul berdasarkan analisis situasi  

dan sesuai dengan kebutuhan destinasi 

wisata. Perencanaan pariwisata yang 

disusun berdasarkan prinsip mengikuti 

program-program sebelumnya dan 

tidak berdasarkan pada hasil evaluasi 

merupakan perencanaan yang tidak 

berdasarkan kajian kekinian. Kajian 

kekinian ini sesungguhnya menjadi 

kekuatan bagi suatu destinasi karena 

rencana program kerja adalah 

berdasarkan hasil pemikiran berbagai 

stakeholder dengan pemerintah daerah 

(melalui Dinas Pariwisata) sebagai 

koordinator atau pemimpin dalam 

merumuskan kebijakan dan 

perencanaan pariwisata. 

Strategi kedua adalah 

melakukan analisis kekuatan 

(strength), kelemahan (weaknesses), 

peluang (opportunity), dan tantangan 

(threat). Keempat istilah ini sering 

disingkat dengan istilah analisis 

SWOT. Menurut Veal (2002), analisis 

SWOT awalnya dimanfaatkan oleh 

suatu organisasi atau perusahaan 

dalam memahami keempat unsur 

tersebut yang didasarkan pada 

pemahaman staf tentang organisasi 

tersebut. Para staf, karyawan ataupun 

atasan pada suatu organisasi 

pemerintah khususnya Dinas 

Pariwisata seharusnya diberikan 

pemahaman dan pelatihan mengenai 

bagaimana melakukan analisis SWOT. 

Dari analisis SWOT tersebut, akan 

dihasilkan suatu kebijakan atau 

perencanaan untuk dijalankan pada 

periode berikutnya. 

Dalam konteks pariwisata 

misalnya, pemerintah daerah memiliki 

visi misi mengembangkan pariwisata 

daerah dengan optimalisasi 

peningkatan kunjungan wisatawan ke 

destinasi tersebut. Dari hasil analisis 

SWOT, terdapat beberapa strategi 

yang mungkin dapat dijalankan oleh 

pemerintah daerah sekaligus sebagai 

kebijakan yang menjadi acuan daerah. 
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Karena itu, langkah-langkah berikut 

dapat menjadi contoh dalam 

memaksimalkan program kerja 

berdasarkan hasil analisis SWOT. 

Pertama, melaksanakan promosi ke 

negara-negara asal wisatawan yang 

berkunjung ke destinasi tersebut. 

Kedua, melaksanakan event-event 

pariwisata yang mampu mendatangkan 

wisatawan dilihat dari ketersediaan 

daya tarik wisata, fasilitas dan aspek 

penunjang lainnya. Ketiga, melakukan 

inovasi produk pariwisata dengan 

melihat peluang kemungkinan 

wisatawan datang ke suatu daya tarik 

wisata tersebut. Keempat, pembenahan 

daya tarik wisata sesuai dengan 

evaluasi wisatawan agar kualitas 

kunjungan wisatawan ke suatu 

destinasi dapat ditingkatkan. Terdapat 

banyak langkah-langkah yang dapat 

dilakukan pemerintah daerah dalam 

menyusun rencana dan kebijakan 

pariwisata daerah yang berdasarkan 

pada hasil analisis SWOT tersebut. 

Langkah awal yang seharusnya 

dilakukan adalah memastikan bahwa 

para staf memahami arti, fungsi dan 

implementasi analisis SWOT dan 

ditindaklanjuti dengan tindakan nyata. 

Analisis SWOT ini dapat dilakukan 

secara periodik terganting dari 

kebutuhan dan efektifitas 

implementasi program kerja suatu 

organisasi pemerintah. 

Selanjutnya, strategi ketiga 

adalah melibatkan unsur-unsur terkait 

dalam menyusun rencana dan 

kebijakan pariwisata khususnya 

stakeholder di satu destinasi wisata. 

Veal memberikan gambaran mengenai 

bagaimana para stakeholder di suatu 

destinasi saling terkait dalam 

pembuatan kebijakan dan perencanaan 

pariwisata yang dapat dilihat pada 

bagan 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3. Kaitan (link) sosio-politik, 

sosio-ekonomi dan manajerial dalam 

kebijakan dan perencanaan pariwisata 

Sumber: Veal, 2002 

Dari bagan di atas bahwa 

kebijakan dan perencanaan pariwisata 

di suatu destinasi tidak terlepas dari 

pemerintah dan masyarakat serta daya 

tarik wisata yang ada di suatu 

destinasi. Veal (2002) mengaitkan tiga 

aspek dalam mencapai tujuan 

pengembangan pariwisata yakni sosio-

politik, sosio-ekonomi dan manajerial.  

 Perencana pariwisata di suatu 

destinasi harus memahami  bahwa 

faktor politik, sosial, ekonomi dan 

kemampuan daerah dalam mengelola 

(manajerial) sumber-sumber 

pariwisata. Aspek budaya daerah di 

suatu destinasi juga perlu diperhatikan 

mengingat prinsip pariwisata 

berkelanjutan menekankan pelestarian 

Orang 

(masyara

kat) 

Organisasi 

Pemerintah 

dan swasta 

Pelayanan/fasil

itas/atraksi 

wisata 

Managerial link 

Socio-politic link 

Socio-economic link 
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budaya sebagai unsur utama. Karena 

itu, masyarakat dan pemerintah 

selayaknya bekerja secara bersama dan 

membangun mitra dalam membangun 

pariwisata daerah, tidak semata-mata 

menjadi tugas pemerintah daerah.  

KESIMPULAN 

Tulisan ini menguraikan 

defenisi kebijakan dan perencanaan 

pariwisata yang didasarkan pada 

review literatur pariwisata. Kebijakan 

merupakan acuan atau pedoman bagi 

stakeholder di daerah khususnya 

pemerintah daerah dalam 

mengembangkan dan 

mengimplementasikan program kerja 

sedangkan perencanaan merupakan 

mekanisme dalam mencapai tujuan 

pengembangan pariwisata di suatu 

destinasi. 

Pemerintah sebagai salah satu 

stakeholder utama pariwisata 

seharusnya memahami mekanisme 

atau tahap perencanaan pariwisata 

serta kebijakan yang diambil 

berdasarkan kajian menyeluruh 

destinasi wisata. Tulisan ini 

menyarankan pentingnya memahami 

pendekatan perencanaan, implementasi 

analisis SWOT dan pelibatan 

stakeholder di destinasi wisata dengan 

memerhatikan keterkaitan (link) antara 

faktor sosio-politik, sosio-ekonomi dan 

manajerial. Argumentasi dari tulisan 

ini adalah bahwa pariwisata maju dan 

berkembang tidak semata-mata oleh 

peran pemerintah, akan tetapi 

melibatkan berbagai unsur yang 

berbeda. Namun, pemerintah yang 

memahami tugas dan perannya 

khususnya dalam hal kebijakan dan 

perencanaan pariwisata akan 

menunjang kemajuan pariwisata 

daerah atau suatu destinasi.  
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